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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan judul “Tinjauan 

Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tanah Wakaf Tanpa Akta Ikrar Wakaf 

(Studi di Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara 

Enim)”, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Prosedur Wakaf Tanah Tanpa Akta Ikrar Wakaf di Desa Segamit 

Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim, wakif yang 

hendak mewakafkan tanahnya mengikrarkan wakaf di hadapan Kepala 

Desa, 2 (dua) orang saksi, dan nadzir, selanjutnya Kepala Desa 

membuatkan surat keterangan wakaf, kemudian pihak wakif 

melaporkan surat keterangan wakaf ini ke pada KUA setempat, tanpa 

menindak lanjuti pembuatkan AIW, karena nadzir dan masyarakat pada 

umumnya beranggapan surat keterangan wakaf dari Kepala Desa sudah 

kuat untuk menjadi bukti perlindungan terhadap harta wakaf dan wakaf 

yang dilakukan sudah sah menurut Hukum Islam. 

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Prosedur Wakaf Tanah 

Tanpa Akta Ikrar Wakaf di Desa Segamit Kecamatan Semende Darat 

Ulu Kabupaten Muara Enim, Prosedur wakaf sudah sesuai dengan 

rukun dan syarat dalam Hukum Islam akan tetapi belum sesuai dengan 

Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf akan 

keharusan pembuatan AIW. Selain itu Prosedur Wakaf di Desa Segamit 

belum sesuai dengan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dikarenakan 

Wakaf yang dilakukan oleh masyarakat tidak memenuhi prosedur 

administrasi wakaf atau wakaf yang dilakukan tidak  mempunyai Akta 

Ikrar Wakaf. Hal ini ditakutkan tanah wakaf tidak mempunyai 

perlindungan hukum dan akan menghilangkan harta wakaf. Otomatis 

tujuan wakaf ini tidak bisa diwujudkan dan umat Islampun  dirugikan. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis memberikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Kementrian Agama atau KUA hendaknya melakukan sosialisasi tetang 

Prosedur Perwakafan yang benar agar masyarakat yang melakukan wakaf 

bisa berwakaf dengan benar sesuai dengan aturan dan memberikan saran 

kepada masyarakat tentang kebolehan wakaf berjangka waktu dengan 

jelas agar tanah tunggu tubang tidak hilang. 

2. Diharapkan Kepada Pemerintah Desa untuk menurunkan harga 

pembuatan Surat Keterangan Tanah Wakaf atau dibebaskan dari biaya 

administrasi. 

3. Diharapkan Kepada Nadzir agar selalu melakukan pengadministrasian 

dan melaporkan perkembangan hasil dari tanah wakaf. 

4. Masyarakat yang akan melakukan wakaf seharusnya mencari tahu 

terdahulu tentang prosedur wakaf, agar proses perwakafan yang terjadi 

sesuai dengan prosedur yang benar, termasuk pembuatan AIW dan 

masyarakat sekitar tanah wakaf untuk peduli terhadap tanah wakaf, 

karena tanah ini milik allah yang harus dijaga secara bersama-sama. 
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